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BALAI PENATAAN RUANG LAUT MAKASSAR

02 Balai PRL Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

01 Balai Penataan Ruang Laut Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut
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TUGAS POKOK

02

Penyusunan dan peninjauan 
kembali perencanaan tata 

ruang laut

03

Pelaksanaan pemanfaatan 
ruang laut

Melaksanakan fasilitasi 
dan dukungan

01

06

Sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

05

Pembinaan penataan 
ruang laut

04

Pengendalian pemanfaatan 
ruang laut
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FUNGSI

01

04
Dukungan perencanaan tata ruang, zonasi, dan 

kawasan

02
Pengumpulan dan analisis data spasial dan nonspasial

Pengendalian dan penyelesaian sengketa ruang laut

03
Pendampingan dan verifikasi pemanfaatan ruang laut

05
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

06
Pelaksanaan urusan ketatausahaan
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Struktur Organisasi

BPRL Makassar

2
BPRL Makassar

Balai Penataan Ruang Laut Makassar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selalu menjunjung 

tinggi nilai “BerAKHLAK” dan “MANTAP KI’”

Melayani, Amanah, Nyaman, Transparan, 
Akuntabel, Profesional, Kreatif, Inovatif.

Nilai 

Utama

Katimja Pelayanan 
Pemanfaatan Ruang Laut

-

Katimja Perlindungan 
dan Pelestarian

Munandar Jakasukmana, 
S.Pi., M.Si

Katimja Permberdayaan
Masyarakat

Nur Masyitha Nurdin, 
S.Pi., M.Si

*Struktur Organisasai BPSPL Makassar sesuai 

Permen KP 29/2025 tentang OTK UPT DJPRL

Kepala BPRL Makassar
Dr. A. Muhammad Ishak Yusma,

S.Kel. M.Si

Ketua Tim Kerja
Pelayanan Pemanfaatan dan 

Pengendalian Ruang Laut
Ir. Muhammad Fadly, S.T., M.T

Sub Bagian Tata 
Usaha

Ketua Tim Kerja
Perencanaan dan Pembinaan 

Ruang Laut
Nur Masyitha Nurdin, S.Pi., M.Si

Kelompok 
Fungsional

Kepala Balai
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Bali

Gorontalo

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

LEGENDA 
ADMINISTRASI PROVINSI

WILAYAH KERJA
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Sulawesi 
Selatan

Data Keragaman Pegawai
BPRL Makassar

Jumlah pegawai eksisting sejumlah 47 orang ASN (37 PNS aktif, 

2 PNS DPK, dan 8 PPPK), serta 9 PPPK Paruh Waktu dan 5 

Tenaga Kerja PJLP.

47 Pegawai ASN 

eksisting

34%66%

Pegawai Laki-Laki Pegawai Perempuan

37 Pegawai
21 PNS, 3 PPPK, 

9 PW, 2 PJLP

25 orang       14 orang

Sulawesi 
Tenggara

3 Pegawai
2 PNS & 1 PPPK

1 orang       2 orang

Sulawesi 
Barat

9 Lokasi Satuan Pelayanan
BPRL Makassar

Kab. Maros
Kota Kendari

1 Pegawai 
1 PJLP

1 orang     

Kota Mamuju

Gorontalo

2 Pegawai
2 PNS

2 orang

Kota Gorontalo

Sulawesi 
Utara

1 Pegawai
1 PNS

1 orang     

Kota Manado

Sulawesi 
Tengah

4 Pegawai
3 PNS & 1 PPPK

4 orang

Kota Palu
70%

26%
4%

JFT

JFU
Struktural

Komposisi Jabatan

Note. Penambahan 3 Wilayah Kerja Baru

BPRL Makassar mendapatkan mandat pengelolaan Wilker Bali, 

Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur

NTB Kota Mataram
NTT Kota Kupang

3 Pegawai | 1 PNS & 2 PPPK

2 orang      1 orang

1 Pegawai | 1 PPPK

1 orang

7

Bali Kab. Gianyar

7 Pegawai | 7 PNS

4 orang      3 orang
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TRANSFORMASI 

EKONOMI

KETAHANAN SOSIAL

BUDAYA

KETAHANAN EKOLOGI

Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
dalam RPJPN 2025-2045

5 KEBIJAKAN EKONOMI BIRU
UNTUK KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN

KETAHANAN SOSIAL
BUDAYA

Pemajuan dan pelestarian 

kebudayaan untuk memperkuat 

karakter dan memperteguh jati diri 

bangsa melalui penguatan budaya 

bahari dan kemaritiman antara lain 

dengan pengenalan nilai-nilai maritim 

sejak usia dini, khususnya bagi 

masyarakat yang tinggal di wilayah 

pesisir & pulau-pulau kecil

KETAHANAN EKOLOGI

Penguatan efektivitas Tata Kelola 

Kawasan konservasi darat dan laut 

dalam mewujudkan

keanekaragaman hayati

melalui pengelolaan berbasis kearifan 

lokal dan ekosistem serta peningkatan 

luas kawasan konservasi sesuai 

dengan komitmen global

TRANSFORMASI
EKONOMI

Pembangunan ekonomi biru sebagai 

pertumbuhan ekonomi baru 

diharapkan dapat mewujudkan 

pengelolaan sumber daya pesisir 

dan laut secara berkelanjutan
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TRANSFORMASI 

EKONOMI

KETAHANAN SOSIAL

BUDAYA

KETAHANAN EKOLOGI
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Landasan Yuridis Penataan Ruang Laut

“Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi Kegiatan

Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan

pada setiap aspek Perencanaan Ruang Laut, Pemanfaatan

Ruang Laut, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut”

1.Penyusunan Materi Teknis RTRL, RZWP-3-K, dan RZ KSN
untuk diintegrasikan dalam RTRWN, RTRW Provinsi, dan

RTR KSN.

2.Penyusunan dan Penetapan RZ KAW dan RZ KSNT.

PERENCANAAN
RUANG LAUTtentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

tentang Kelautan

tentang Penetapan PERPPU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

yang meliputi Persetujuan KKPRL dan Konfirmasi KKPRL.
RUANG LAUT

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1.Penilaian pelaksanaan KKPRL.
2.Penilaian Perwujudan RTR/RZ.

3.Pemberian Insentif atau Disinsentif.

4.Pengenaan Sanksi.

5.Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.

PENGENDALIAN
PEMANFAATAN

RUANG

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan KKPRL

PEMANFAATAN          
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

2

Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengawasan, dan pengendalian ruang Laut yang merupakan 

bagian integral dari pengelolaan tata ruang

(UU 6/2023 Pasal 19 angka 3 Pasal 42 ayat (2))

1     UU No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014

UU No 32 Tahun 2014

3     UU No 6 Tahun 2023

4     PP No 21 Tahun 2021

5     PP No 28 Tahun 2025

6     Peraturan Menteri KP No 28 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Keputusan Direktur Jenderal PRL No 50 Tahun 20237
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Pemanfaatan Ruang Laut

“ Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

diberikan untuk kegiatanPerairan Pesisir memiliki Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang Laut dari Pemerintah Pusat

•

•

•

biofarmakologi laut;

bioteknologi laut;

pemanfaatan air laut

selain energi;

wisata bahari;

pengangkatan  benda 

muatan kapal tenggelam;

telekomunikasi;

instalasi 

ketenagalistrikan;

perikanan;

perhubungan;

• kegiatan usaha minyak

dan gas bumi;

kegiatan usaha 

pertambangan  minerba;

pengumpulan  data dan 

penelitian;

pertahanan dan 

keamanan;

penyediaan  sumber daya 

air;

Pulau buatan;

dumping;

mitigasi bencana; dan 

kegiatan pemanfaatan

ruang laut lainnya.

-- UU Nomor 6 Tahun 2023
Pasal 18 angka 12 Pasal 16 ayat (2)

•

••

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

WAJIB
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Pemanfaatan Ruang Laut

Contoh Pemanfaatan
Ruang Laut

•

•

•

•

Bangunan Laut

Instalasi Laut

Reklamasi

Dumping  Hasil 
Keruk

Kegiatan secara menetap
dengan kriteria: dilakukan 

secara terus menerus; dan

dilakukan selama paling singkat

30 (tiga puluh) hari

kalender, (sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kelautan dan

pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil)
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Urgensi KKPRL dalam Pemanfaatan Ruang Laut

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
MARITIM

KEPASTIAN
HUKUM

Kesesuaian  Ke giatan  Pe manfaatan  R uang  Laut
(KKPRL) memberikan kepastian hukum terhadap

Kesesuaian  Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
(KKPRL)  memastikan  bahwa  setiap  kegiatan

status ke giatan pemanfaatan    ruang atau dilakukan sesuai daya dukung   dan daya
perizina n be rusa ha yang dimiliki ole h individu,

instansi   pe merintah,   maupun   pelaku   usa ha. 

Dengan demikian, ke giatan pema nfaatan rua ng 
laut ya ng dilakukan dapat terjamin legalita snya 
dan terhindar dari permasalahan hukum.

tampung lingkungan, melindungi ekosistem dan
biota laut serta pengendalian dampak
lingkungan laut dan pesisir.

PENINGKATAN
LAPANGAN KERJA

PENINGKATAN
PENERIMAAN NEGARA

Kesesuaian   Kegiatan   Pemanfaatan
Laut (KKPRL) melalui sistem OSS /

Ruang
sistem

dan

Setiap  sektor  yang  memerlukan  persyaratan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
(KKPRL)  memiliki  kontribusi  besar  terhadap
perekonomian negara (Penerimaan Negara, Efek
Pengganda Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja,
serta Dana Bagi Hasil untuk Pemerintah Daerah).

elektronik Kementerian Kelautan
Perikanan dilakukan berdasarkan mekanisme
dan prosedur yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan  dengan  fasilitas  dan

batas waktu tertentu, sehingga dapat

34

21
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Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Output:

▪ Menengah rendah – NIB & Standar

- Perhubungan,

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

KESESUAIAN KEGIATAN 
PEMANFAATAN RUANG

PERSETUJUAN 
LINGKUNGAN

PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO

Kewenangan

Menteri KP    : Di Ruang Laut
Menteri ATR : Di Ruang Darat

Output*:

• Persetujuan Kesesuaian Keg 

Pemanfaatan Ruang Laut 

(Persetujuan);

• Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut

(Konfirmasi)

Kewenangan

Menteri LH : Di Laut dan
Darat

Output:

Persetujuan Lingkungan

(UKL-UPL/ Amdal)

Kewenangan

K/L/D Sektor:
- Migas
- Minerba
- Perikanan

- Pariwisata, dll….

Resiko :

▪ Rendah - NIB

▪ Menengah tinggi - NIB & Standar

▪ Tinggi – NIB & Izin

PP 21/2021 PP 22/2021 PP 28/2021 dll
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Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Persetujuan KKPRL
dilaksanakan melaluiKesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

(KKPRL)
Konfirmasi KKPRL

SUBJEK HUKUM

Pemerintah Pusat/Daerah* Masyarakat Lokal dan
Masyarakat

Tradisional**

KEGIATAN
Pelaku Usaha Non Strategis

Nasional
Strategis Nasional

KKPRL***

* Kegiatan oleh instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD
** Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

*** Diberikan Insentif nonfiskal berupa Fasilitasi Persetujuan KKPRL secara komunal

Berusaha Persetujuan KKPRL x                                x                                X

Non Berusaha Persetujuan KKPRL Persetujuan KKPRL Konfirmasi KKPRL
Persetujuan
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Tahapan Penerbitan KKPRL

1PENDAFTARAN

Kanal Pendaftaran : 
• Sistem OSS
• Sistem E - Sea

2

3

4

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen
usulan kegiatanPEMERIKSAAN

Melakukan kajian atas dokumen usulan kegiatan

Terkait kesesuaian dengan RTR/RZPENILAIAN

Menerbitkan surat perintah setor PNBP

Melakukan pembayaran tagihan

Menerbitkan KKPRL
PENERBITAN

*Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

*Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

*Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021
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Alur Penerbitan Persetujuan KKPRL
PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

SERVICE LEVEL AGREEMENT 33 Hari Tanpa Perbaikan atau 43 Hari Dengan Perbaikan

PEMOHON

OSSmendapatkan informasi:

1. Koordinat LokasiRTR/RZ

pemanfaatan ruangpermohonan Pendaftaran

Pra Pendaftaran                                           Pendaftaran

Pendampingan KKPRL untuk             Tata cara pendaftaran

1. Informasi peruntukan              Melengkapi dokumen 

dan/atau arahan                        permohonan yang terdiri 

pemanfaatan ruang dalam      dari:

2. Kelengkapan data spasial 2. Rencana bangunan

dan/atau non spasial yang dan instalasi di laut

disyaratkan dalam 3. Informasi

KKPRL                                             laut

3. Status perizinan dan/atau       4.   Data kondisi terkini 

non perizinan yang telah                Lokasi dan data

dimiliki oleh Pemohon                      hidro-oseanografi
4. Teknis penyusunan                  5.   Persyaratan 

dokumen permohonan                    reklamasi (jika

dan/atau pemetaan lokasi              kegiatan dilakukan
rencana yang akan                          dengan cara 

dimohonkan                                     reklamasi)

5.     Teknis penggunaan Sistem     6.   Persyaratan lainnya

OSS dan/atau Sistem
Elektronik Kementerian

KKP PEMOHON/KKP KKP PEMOHON KKP

Penilaian

Verifikasi Dokumen 

Penilaian Teknis 

Verifikasi Lapangan

25 HARI

REVISED

Perbaikan

perbaikan 2x
masing-masing 5 hari

2 X 5 HARI

2 X 5 HARI

Pemeriksaaan

pemeriksaan 2x
masing-masing 5 hari

TAGIHA N PNBP 

Tagihan PNBP

2 HARI

SETORAN PNBP

Pembayaran

PNBP

3 x 7 HARI
KALENDER

Penerbitan

KKPRL

Proses Penerbitan

KKPRL

6 HARI
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Pendaftaran KKPRL
Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 123

Pendaftaran Persetujuan KKPRL

dilakukan oleh Pemohon dengan 

menyampaikan permohonan 

melalui Sistem OSS dilengkapi 

dengan dokumen persyaratan
Kegiatan
Berusaha
(Persetujuan) Format Dokumen Persyaratan dapat

diunduh pada

http://bit.ly/format_PKKPRLaut

Pendaftaran Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha

atau Konfirmasi melalui sistem elektronik   yangKegiatan
Non Berusaha

(Persetujuan

dan Konfirmasi)

diselenggarakan oleh Kementerian

https://e-sea.kkp.go.id/
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E-SEA merupakan Sistem Elektronik Kementerian yang dikelola 

dan diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 

untuk Penyelenggaraan KKPRL dan Penyampaian Laporan 

Tahunan Pemegang KKPRL

E-SEA digunakan oleh Pemohon untuk pendaftaran 

permohonan KKPRL kepada Menteri Kelautan dan 

Perikanan untuk kegiatan nonberusaha.

https://app-sea.kkp.go.id/login 

Sistem Perizinan Kementerian Kelautan dan Perikanan
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Form Pengajuan KKPRL Melalui Kanal e-sea
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Upload Dokumen Pengajuan KKPRL melalui Kanal e-sea
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Upload Dokumen dan Data Dukung Pengajuan KKPRL 
melalui Kanal e-sea



PANDUAN TRACKING

LAPORAN TAHUNAN

23

Fitur Kanal e-sea Lainnya
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1.Rencana Bangunan dan Instalasi di Laut

1. Rencana Kegiatan

a. Uraian latar belakang, tujuan, dan 
manfaat kegiatan usaha;

b. Kegiatan eksisting arau rencana yang 
akan dimohonkan;

c. Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan 
utama dan pendukungnya;

d. Rencana tapak/site plan kegiatan yang 
dilengkapi dengan rencana bangunan dan 
instalasi di laut serta fasilitas 
penunjangnya.

e. Deskripsi luas/panjang yang dibutuhkan 
pada lokasi usaha yang dimohonkan per 
kegiatan utama dan penunjangnya;

2. Peta Lokasi

Plotting batas area dan/atau jalur dan koordinat
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Uraian berupa deskripsi Informasi

Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar

lokasi

• Contoh : Penggunaan ruang sekitar

untuk aktivitas masyarakat lainnya

mohon disampaikan lokasinya berada

berapa jauh dari lokasi pemohon.

2. Informasi Pemanfaatan

Ruang Laut
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3. Data Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya (Ekosistem, Hidrografi, & 
Oseanografi)

1. Kondisi Ekosistem Pesisir

Informasi mengenai data kondisi ekosistem mangrove, lamun 

dan terumbu karang

2. Kondisi Hidro-oseanografi

Informasi mengenai data arus laut, gelombang dan pasang 

surut
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4. Bathimetri

5. Profil Dasar Laut, Informasi terkait gambaran dasar

laut pada lokasi permohonan

6. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Informasi Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan

Rasio JenisKelamin Penduduk, Perekonomian, dll.

7. Aksesibilitas Lokasi

Contoh:

Lokasi kegiatan dapat ditempuh melalui jalur darat dan/atau

laut. Jalur jalan menuju lokasi rencana kegiatan PT APP

adalah melalui ...

3. Data Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya (Ekosistem, Hidrografi, & 
Oseanografi)
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4. Persyaratan 

Lainnya

Dapat berupa rekomendasi teknis, 

berita acara pertemuan, data/dokumen 

pendukung serta hal-hal lain yang 

terkait dengan permohonan
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5. Persyaratan Reklamasi*

*Permohonan KKPRL yang menggunakan metode reklamasi dalam 
pelaksanaan kegiatan, perlu melampirkan informasi tambahan mengenai:

1. Rencana pengambilan sumber material Reklamasi

- lokasi pengambilan material (disertai gambar)

- jarak pengambilan material dengan lokasi reklamasi

- jumlah kebutuhan material untuk reklamasi

- metode dalam pengambilan material reklamasi

2. Rencana pemanfaatan lahan Reklamasi (disertai dengan peta dan
luasannya)

3. Gambaran umum pelaksanaan Reklamasi

→ metode pelaksanaan reklamasi yang digunakan mulai dari
aspek teknis, pengambilan material, penimbunan

4. Jadwal rencana pelaksanaan Reklamasi (disertai tabel jadwal 
pelaksanaan).
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Tambahan Dokumen untuk Pendaftaran KKPRL

PIPA DAN/ATAU KABEL BAWAH LAUT

Dokumen pendaftaran KKPRL ditambahkan dengan

Data Dukung, sesuai Kepmen KP 77/2024

•

TAMBAHAN

KKPRL DI KSA/KPA

• Dalam hal KKPRL yang dimohonkan merupakan

kebijakan nasional yang bersifat strategis 
dan dibiayai dengan APBN dan/atau APBD yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah, berupa:

Dokumen pendaftaran KKPRL ditambahkan dengan

rekomendasi Pemanfaatan Kawasan dari

Kementerian Kehutanan

•• Surat Permohonan Pengenaan Tarif Rp 0,00 

(Nol Rupiah)

Bukti Penggunaan APBN/APBD untuk

Pemohon dari Instansi Pusat/Daerah

FASILITASI MASYARAKAT LOKAL

Dokumen pendaftaran KKPRL ditambahkan dengan 

rekomendasi dari direktorat yang menyelenggarakan 

tugas teknis di bidang pendayagunaan pesisir dan pulau-

pulau kecil

•

•
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Penilaian Permohonan KKPRL

Proses Penilaian Dokumen Permohonan berupa

penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR

dan/atau   RZ yang Telah Ditetapkan dalam
RTRWP/ RZWP-3-K

Peraturan Perundang-Undangan

RTR KSN / RZ KSN

Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR
RZ KSNTdan/atau RZ dilakukan dengan Asas Berjenjang

dan Komplementer

BERDASARKAN → RZ KAW

RTRWN / RTRL
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Penilaian Permohonan KKPRL

dokumen permohonan MEMPERHATIKAN:Proses penilaian

Kebebasan untuk

peletakan pipa dan/atau 

kabel bawah laut di 

wilayah yurisdiksi

Keberadaan wilayah

perlindungan situs budaya 
dan fitur geomorfologi Laut

yang unik

Hak lintas damai, hak
lintas transit, dan hak

Pemanfaatan Ruang
Laut di Kawasan

Keberadaan koridor

instalasi pipa dan/atau 

kabel bawah laut yang 
telah ada; dan/atau

Kelestarian ekosistem
pesisir dan pulau-

pulau kecil
Kepentingan

nasional
lintas alur laut kepulauan       perbatasan yang dalam

bagi kapal asing proses perundingan

Keberadaan

wilayah 

pertahanan dan 
keamanan negara

Keberadaan wilayah
perlindungan dan

pelestarian biota Laut

Kepentingan
Masyarakat dan

nelayan tradisional

Perjanjian
internasional di bidang

batas maritim

Keberadaan daerah

penangkapan ikan 

tradisional berdasarkan 
perjanjian internasional

Kebebasan untuk

pembangunan pulau 

buatan dan instalasi di 
laut di wilayah yurisdiksi

Pelaksanaan perbaikan

atas pipa dan/atau kabel 

bawah laut yang telah 
ada.

PermenKP Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 125 ayat (3)



33

Penilaian Permohonan KKPRL

MEMPERTIMBANGKAN:Proses penilaian dokumen permohonan

Kebutuhan Ruang untuk Mendukung

Kepentingan Kegiatan
Fungsi Peruntukan Zona

Daya Dukung dan Daya Tampung/
Ketersediaan Ruang Laut

Pemanfaatan Ruang Laut yang

Telah Ada

Jenis Kegiatan

• Utama

• Pendukung

dan Skala Usaha Teknologi yang Digunakan

•

•

•

•

Mikro

Kecil 

Menengah 

Besar
Potensi Dampak Lingkungan yang

Ditimbulkan

PermenKP Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 125 ayat (4)
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Tagihan PNBP KKPRL

Tagihan PNBP hanya

boleh diterbitkan dari 

Satker dalam hal ini 

Sekretariat Ditjen PRL.

Tagihan PNBP diterbitkan melalui SIMPONI (Sistem
Informasi PNBP Online) Kementerian Keuangan,

dengan tarif berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021

Pelaku usaha tidak

diperkenankan 

menerbitkan Tagihan 

secara mandiri

Contoh :

Perusahaan A 

memohonkan PKKPRL 

seluas 1 Ha, 

berdasarkan hasil

penilaian disetujui 0,7 ha 

maka Perusahaan A akan 

dikenakan tagihan PNBP 

sebesar
0,7 x Rp 18.680.000,-

yaitu

Rp 13.076.000,-
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Format Penerbitan KKPRL

1 432 Produk Konfirmasi dan

Persetujuan KKPRL terdiri

dari 4 (empat) Bagian
KONFIRMASI

1 LEMBARUTAMA

2 LEMBARKOORDINAT

42 3 LEMBARPETA

3 LEMBARHAKDAN
KEWAJIBAN4

PERSETUJUAN

Dasar:

Perka BKPM No 4 /2021 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Pelayanan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

dan Fasilitas Penanaman Modal

1
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Kewajiban Pemegang KKPRL

Pasal 137 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 28 Tahun 2021.

Berdasarkan Dokumen KKPRL, terdapat kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh Pemegang KKPRL.

Pemegang KKPRL diwajibkan memenuhi seluruh 

kewajiban yang tertera pada Kewajiban dalam Lampiran 

Dokumen KKPRL.

Apabila Pemegang Izin KKPRL tidak memenuhi 

kewajiban, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.
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Keringanan dan Kemudahan KKPRL

Upaya memberikan Keringanan dan Kemudahan KKPRL :

(khusus kegiatan budidaya dan UMK)

Layanan Konsultasi Online/Offline

(Pusat dan UPT)

Layanan Gerai Pendampingan

Permohonan (Coaching Clinic)

Sosialisasi terhadap pelaku usaha dan

stakeholder terkait (Offline & Online)

Penilaian Teknis kepada UPT

(resiko rendah – menengah)

Kedalaman Data dokumen permohonan

(aspek memenuhi & sesuai)
Meniadakan verifikasi lapangan
(kecuali indikasi konflik)

Khusus untuk Masyarakat Lokal
dapat diberikan Fasilitasi sesuai

peraturan

Penggunaan Data Sekunder dalam

penyusunan dokumen permohonan

HOTLINE :+62 811-4216-855
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Cek Fakta KKPRL !!!

SALAH

• Permohonan KKPRL diajukan secara elektronik 
melalui aplikasi OSS / E-SEA

• Pada saat mengajukan Permohonan KKPRL tidak 
dipungut biaya

• Pungutan PNBP dikenakan apabila sudah dinyatakan 
layak / direkomendasikan disetujui

• Tarif PNBP PKKPRL sebesar Rp. 1.868,00 / m2

• KKPRL dapat dimohonkan lebih dari 1 kali

• Verifikasi Lapangna bersifat opsional (bila diperlukan)

• Dokumen   Permohonan   KKPRL diserahkan 
secara fisik pada KKP Layanan KKPRL di

• Pada saat mengajukan Permohonan KKPRL 
dipungut biaya

• Tarif PNBP PKKPRL mahal

• Permohonan KKPRL hanya dapat dilakukan 

sekali saja

• Semua Permohonan KKPRL harus melakukan 

Verifikasi Lapangan

BENARSALAH




